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A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Upaya BNNP DIY dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang
dilakukan oleh anak-anak, antara lain :

a. Penanggulangan yang bersifat preventif yaitu kegiatan yang dilakukan
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui
pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung
terhadap jalur peredaran gelap, dengan tujuan agar potensi
penyalahgunaan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Macam-
macam bentuk penanggulangan secara preventif yaitu :

1) Pengetahuan sedini mungkin tentang narkoba, jenis, dan dampak
negatifnya.

2) Pendekatan kepada masyarakat, orang tua, maupun pemuka
masyarakat serta pemuka agama. Dengan mengadakan penyuluhan
ini, diharapkan dapat menghilangkan atau setidak-tidaknya
mengurangi apa yang menjadi sebab terjadinya penyalahgunaan
narkotika tersebut. Keterbukaan orang tua dengan anaknya, atau
pemuka masyarakat dengan warganya adalah usaha pertama yang

harus dilakukan, sehingga jika terjadi penyimpangan dari norma-



norma yang berlaku di dalam masyarakat dapat segera diperbaiki
tanpa menunggu adanya korban yang lebih banyak lagi.

3) Proses penyebaran informasi tentang bahaya narkotika dengan
menggunakan wahana media cetak maupun televisi baik untuk
orang tua maupun pengetahuan bagi anak, agar masyarakat
memperoleh informasi, timbul kesadaran dan akhirnya
memanfaatkan informasi tersebut.

4) Proses penyebaran informasi tentang bahaya narkotika dengan
media spanduk, poster dan baliho.

5) Kampanye Hidup Sehat Tanpa Narkotika Kampanye hidup sehat
tanpa narkoba biasanya dilakukan dalam bentuk sepeda santai dan
pameran anti narkoba.

b. Penanggulangan bersifat represif merupakan penanggulangan yang
dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana
narkotika. Penanggulangan bersifat represif ini dapat dilakukan oleh
pihak Polri dengan melakukan penyelidikan sampai ke Pengadilan.

2. Berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Narkotika tentang
kewajiban bagi orang tua / wali dari pecandu narkotika yang belum cukup
umur untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,
dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk
oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan

melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pada kenyataannya



belum dapat terimplementasi didalam masyarakat. Adapun faktor-faktor

belum dapat terimplementasinya pasal tersebut :

B. Saran

a.

Minimnya sosialisasi tentang berlaku penuhnya Pasal 55 ayat (1)
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang diatur
dalam petunjuk pelaksanaan berupa PP No. 25 Tahun 2011 .
Ketidaksiapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Hal ini
dapat diketahui dari tidak tersedianya informasi yang memadai
tentang Prosedur Standar Wajib Lapor beserta informasi
berlakunya sangsi bagi pecandu dan orang tua/wali pecandu
narkotika.

Pecandu narkotika di seluruh Indonesia belum mendapatkan
informasi yang memadai tentang kewajiban melaporkan diri pada
Institusi Penerima Wajib Lapor.

Orang tua/wali pecandu narkotika di seluruh Indonesia belum
mendapatkan informasi yang memadai tentang kewajiban
melaporkan anggota keluarga pada Institusi Medis dan Institusi

Sosial yang ditunjuk pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut :

1. Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika seharusnya direvisi

kembali mengingat banyaknya jenis narkotika baru saat ini yang belum

diatur di dalam undang-undang tersebut dan perlunya meningkatkan



sosialisasi Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika kepada
masyarakat terkait peran serta masyarakat dan perlindungan hukum
masyarakat yang menjadi saksi serta ancaman pidana dan denda bagi
orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja

tidak melapor.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya menjadi tugas
bersama baik dari orang tua, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.
Terkait dengan penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur maka
peran orang tua sangat diperlukan karena keluarga yang merupakan tempat
anak belajar dan mendapat pendidikan moral terlebih dahulu sebelum masuk
kemasyarakat. Terkait dengain itu maka wajib lapor yang menjadi kewajiban
orang tua atau wali dari anak pencandu narkotika menjadi sangat penting.
Bagi lingkungan terutama sekolah bekerjasama dengan aparat penegak
hukum agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah
serta sosialisasi kepada masyarakat dengan cara yang mudah seperti dengan

membuat iklan di televisi.
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